
GUBERNI'R JAWA TEIVGAII

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/58 raHut{ 2019

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KAE}UPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2O2O

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

b

a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan
upah bagr pekerja/buruh dan kelangsungan
pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta
berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa
Tengah dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah,
perlu menetapkan besaran Upah Minimum pada 35 (tiga
puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan sesuai Pasal 46 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-921;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2791;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tannbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol5 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tarnbahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57a71;



5. Peraturan Menteri Ketenagakedaan Nomor 21 Tahun
2Arc tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9aB);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a9);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Struktur Dan Skala Upah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor aa\;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2OL4
tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak
dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup t ayak
(Berita Daemh Rordnsi Jawa Tengah Tahun 2Ol4 Nomor 65);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/ 13 Tahun
2Ol9 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan
Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah
Masa Bhakti Tahun 2Ol9 - 2O2l;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1.

2.

Surat Menteri Ketenagakerl'aan Republik Indonesia
Nomor B-M/308 /HI.OL.OO/X/2019 tanggal 15 Oktober
2Ol9 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional
dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2Ol9;

Berita Acara Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 7
November 2Ol9;

MEMUTUSKAN :

Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O2O, besarannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah
pokok termasuk tunjangan tetap.

a. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, hanya berlaku bag Pekerja/Buruh yang
memiliki masa ke{a kurang dari 1 (satu) tahun.

b. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari
ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan
besarnya upah yang telah diberikan.

c. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU.

d. Dalam hat pengusatra tidak mematuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah
minimum sebagairnana dimaksud dalam diktum KESATU,
dapat meng4jukan penangguhan upah minimum kepada
Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling
lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan
Gubernur ini.

KELIMA Bagr perusahaan yang wilayah kerl'anya meliputi beberapa
kabupaten/kota dilarang membayar upah pekeq'anya lebih
rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota
sebagaimana dalam diktum KESATU.

KEENAM Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini
dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai
dengan kompetensinya.

KETUJUH Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Keputusan Gubernur Jawa Tengah :

a. Nomor 560/68 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018
tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol9;
dan

b. Nomor 560/50 Tahun 2Ol9 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2O2O

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2020.

di Semarang
19 Nopember 2049

c, A TENGAH,

*

PRANOWO
wete'

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. MenteriKetenagakerjaanRepubliklndonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Selcretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Ketua Pengadilan Hubungan Induskial Kota Semarang;
1 1. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia

Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekeria/Serikat Buruh.

I\)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 

'60/58 
EAEUN 2019

TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2O2O

DAFTAR UPAH MIMMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2O2O

NO KABUPATEN/KOTA
UPAH MINIMUM

TAHUN 2O2O

1 2 3

1 Kota Semarang Rp.2.715.000,00

2 Kabupaten Demak Rp.2.432.000,00

3 Kabupaten Kendal Rp.2.261.775,00

4 Kabupaten Semarang Rp,2.229.880,50

5 Kota Salatiea Rp.2.034.915,42

6 Kabupaten Grobogan Rp.1.830.000,00

7 Kabupaten Blora Rp. 1.834.000,00

8. Kabupaten Kudus Rp.2.218.451,95

9 Kabupaten Jepara Rp.2.040.000,00

10. Kabupaten Pati Rp.1.891.000,00

11. Kabupaten Rembang Rp.1.802.000,00

12. Kabupaten Boyolali Rp.1.942.500,00

13. Kota Surakarta Rp.1.956.200,00

14. Kabupaten Sukohario Rp.1.938.000,00

15. Kabupaten Sragen Rp.1.815.914,85

16. Kabupaten Karanganyar Rp.1.989.000,00

L7. Kabupaten Wonogiri Rp.1.797.000,00

18. Kabupaten Klaten Rp. 1.947 .82L,16

19. Kota Magelang Rp.1.853.000,00

20 Kabupaten Magelang Rp.2.O42.200,00

2t. Kabupaten Pumrorejo Rp. 1.845.000,00

22 Kabupaten Temanggung Rp.1.825.200,00

23 Kabupaten Wonosobo Rp.1.859.000,00

24 Kabupaten Kebumen Rp1.835.000,00



1 2 3

25. Kabupaten Banyumas Rp.1.900.000,00

26 Kabupaten Cilacap Rp.2.158.327,00

27 Kabupaten Bani arneqara Rp.1.748.000,00

28 Kabupaten Purbalingga Rp.1.940.800,00

29 Kabupaten Batang Rp.2.061.700,00

30 Kota Pekalongan Rp.2.O72.000,00

31. Kabupaten Pekalongan Rp.2.018.16L,27

32 Kabupaten Pemalang Rp.1.865.000,00

33 Kota Tegal Rp.1.925.000,00

34 Kabupaten Tegal Rp.1.896.000,00

35. Kabupaten Brebes Rp.1.807.614,00

AWA TENGAH,

o


